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IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SDN 19 DAMPELAS B
DESA PONGGERANG KECAMATAN DAMPELAS o

. a

—

TAHUN 2021
bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Perogram Waijib Belajar 9
tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada
masyarakat di Kabupaten Donggala;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana yang dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala, tentang penetapan Izin Operasional SDN 19
Dampelas Desa ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten
Donggala.
Undang-undang Nomor 29  Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

Memperhatikan:1.

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib Belajar

Kabupaten Donggala (Lambaran Daerah Ke
Nomor 12 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupatm Donggal
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23]
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4836);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 temng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam |
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perat
Dalam Nemn Nomor 13 TaMn 2006 m‘
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7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan

Dasar dan Menengah,
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

tentang Standar Penilaian Pendidikan;

9 Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan,

10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007
tentang Standar Sarana Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah

11.surat rekomendasi korwil Nomor; 16/840/KORWIL-
DIKBUD/DPLS//2021 19 Dampelas Desa Ponggerang
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Bupati Donggala sebagai Laporan,

Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,

Ispektur Ispektorat Kabupaten Donggala,

Camat Dampelas di Dampelas

Kepala Korwil Kecamatan Dampelas di Dampelas
Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
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